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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 27 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN 

NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG AKREDITASI PUSKESMAS, 

KLINIK PRATAMA, TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER, 

DAN TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi 

Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri 

Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 

tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat 

Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri 

Dokter Gigi perlu disesuaikan dengan kebutuhan dalam 

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan 

keselamatan pasien;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Kesehatan tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 

tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat 
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Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri 

Dokter Gigi; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

2. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 59); 

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 

tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat 

Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri 

Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1049) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, 

Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan 

Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1422); 

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 945); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN 

KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 46 

TAHUN 2015 TENTANG AKREDITASI PUSKESMAS, KLINIK 

PRATAMA, TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER, DAN 

TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI. 
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Pasal I 

Ketentuan ayat (3) Pasal 19 dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi 

Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter 

dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1049) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi 

Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, 

dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1422) diubah, 

sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 19 

(1) Dalam hal lembaga independen penyelenggara Akreditasi 

belum ditetapkan oleh Menteri, survei dan penetapan 

status Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat 

Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri 

Dokter Gigi dilaksanakan oleh Komisi Akreditasi Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama yang dibentuk oleh Menteri. 

(2) Selain melaksanakan survei dan penetapan status 

Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi 

Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama bertugas 

memberikan kajian dan rekomendasi kepada Menteri 

dalam rangka penetapan lembaga independen 

penyelenggara Akreditasi. 

(3) Lembaga independen penyelenggara akreditasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah 

terbentuk paling lambat 31 Desember 2019. 

 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 19 Agustus 2019 

 

MENTERI KESEHATAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

NILA FARID MOELOEK 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 19 Agustus 2019 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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